BUPATI ASAHAN MINTA OPD MAKSIMALKAN SERAPAN ANGGARAN

Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/

Asahan (ANTARA) - Bupati Asahan, H Surya BSc meminta seluruh organisasi
pimpinan daerah (OPD) untuk secepatnya memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai
tahapan.

"Secepatnya serap anggaran. Hal ini merupakan tolak ukur pelayanan kita kepada
masyarakat,” ungkap Surya saat pimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Asahan,
Senin (06/06).

Bupati mengingatkan kepada seluruh OPD agar senantiasa memperhatikan serapan
anggaran, karena kini sudah memasuki pertengahan anggaran. Hal ini akan terus mendapat
pantauan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut, untuk itu agar semua
OPD dapat melaksanakan semua kegiatan di OPD masing masing dengan tetap berpedoman
kepada aturan yang berlaku.

Bupati juga kembali menekankan agar ASN di lingkungan Pemkab Asahan
menjadikan setiap pelaksanaan apel gabungan sebagai momen untuk meningkatkan
pelayanan maksimal kepada masyarakat, untuk mewujudkan fungsi pelayanan tersebut setiap
ASN dituntut untuk memahami setiap Peraturan yang berlaku.

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Anggina Rizki 1



"Ayo seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan lebih bersemangat
dalam bekerja dan selalu berinovasi sesuai dengan tupoksi nya masing masing.Tunjukkan
kita sebagai abadi negara," ujar Surya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Asahan, Syamsuddin menyebutkan hingga Kini
Pemkab Asahan menyerap anggaran mencapai 25,75 % dari Rp1,6 Triliun.

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/, Bupati Asahan minta OPD maksimalkan serapan
anggaran, tanggal 6 Juni 2022.

2. https://medanbisnisdaily.com/, Bupati Asahan Minta OPD Secepatnya Serap Anggaran,
tanggal 6 Juni 2022.

Catatan:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1 s.d. 3, 8 s.d. 10, 16, 17, 26, 27

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu
sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan
efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-
timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan
penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa
atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

26. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

27. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pembantuan.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi didanai APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.

(3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka
Tugas Pembantuan didanai APBN.

(4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau
penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

Pasal 87

(1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan
wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah di Daerah.
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Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh
Pemerintah.

Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
wewenang yang dilimpahkan.

Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh
gubernur.

Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga
yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan
kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang
bersifat nonfisik.

Pasal 88
Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang
dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 89

1)
(2)

3)

4)

()

Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut
merupakan penerimaan kembali APBN.

Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus
disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan
tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 90

1)

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah
dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan
Desentralisasi.
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(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Dekonsentrasi
secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan
Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan
pelimpahan wewenang.

(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan
peraturan perundangundangan.

Pasal 91

(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik Negara.

(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada
Daerah.

(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagai-mana dimaksud pada
ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan
ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan
wewenang.

Pasal 93

(1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 94

(1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan
Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.

(2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh
Pemerintah.

(3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
penugasan yang diberikan.
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(4) Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh
gubernur, bupati, atau walikota.

(5) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD.

(6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan
kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

(7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang
bersifat fisik.

Pasal 95
Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang
dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 96

(1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa
tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut
harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

(5) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka
penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas
Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 97

(1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara
terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Desentralisasi.

(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas
Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada
Gubernur, bupati, atau walikota.
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(4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan
kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang
menugaskan.

(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuali
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 98

(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik
Negara.

(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada
Daerah.

(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan
ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Pasal 100

(1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
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